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ABSTRAK

EVALUASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGHULU DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT NELAYAN DI
KEPENGHULUAN.PANIPAHAN DARAT KECAMATAN PASIR LIMAU
KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR

Oleh:

Rino Musati
NPM : 157310746

Kegiatan peningkatan perekonomian masih  belum maksimal untuk
mengarahkan dan menggali potensi dari masyarakat agar dapat berdaya dan
mandiri. Dari data di atas juga menunjukkan bahwa penghulu Panipahan Darat
terindikasi masih kurang berperan dalam masalah Pemberdayaan Masyarakat
untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan pelaksanaan kewajiban Penghulu
Panipahan Darat Kecamatan Pasir.Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dalam
meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan. Tpe deskriptif dengan metode
kualitatif melalui sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data penelitian
dengan cara melakukan wawancara, observasi,idan dokumentasi. Data yang
terkumpul dikelompokkan dan-disajikan dalam bentuk uraian, kemudian dianalisis
secara mendalam untuk dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian. Pelaksanaan
kewajiban penghulu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan telah
dipenuhi dengan baik. Di mana hasil ini dilihat dari indikator yang ditetapkan
yakni efektivitas,  kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan yang
seluruhnya telah berjalan sebagaimana diharapkan. Ada beberapa faktor yang
menjadi penghambat pelaksanaan kewajiban penghulu Panipahan Darat dalam
peningkatan perekonomian-masyarakat nelayan yakni pemukiman masyarakat
yang menyebar, jenis pembangunan yang belum sesuai kebutuhan, penyerapan
aspirasi dari masyarakat yang belum maksimal, dan kelompok masyarakat
nelayan yang kurang aktif dalam menyampaikan kebutuhan dan keinginannya.
Hendaknya pemerintah Kepenghuluan Panipahan Darat membuat peta
pemukiman masyarakat nelayan, merencanakan pembangunan dengan melibatkan
nelayan, menjalin koordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan Provinsi.

Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan, Kewajiban, Penghulu, Masyarakat Nelayan.



ABSTRACT

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE OBLIGATIONS OF
PENHULU IN IMPROVING THE ECONOMY OF THE FISHING COMMUNITY
IN KEPENGHULUAN PANIPAHAN DARAT, PASIR LIMAU KAPAS DISTRICT,

ROKAN HILIR REGENCY

By:

Rino Musati
NPM : 157310746

Economic improvement activities are still not maximized to direct and explore the
potential of the.community so that they can be empowered and independent. From
the data above, it is also indicated that the head of Panipahan Darat is still less
involved in the issue of Community Empowerment to improve the economy of the
fishing community. This study aims to determine the implementation and obstacles
to the implementation of the obligations of the Penghulu Panipahan Darat, Pasir
Limau Kapas District, Rokan Hilir Regency in improving the economy of the
fishing community. Type deseriptive with qualitative methods through primary
and secondary data sources. Collecting research data by conducting interviews,
observations, and documentation. The collected data are grouped and presented
in the form of a description;-then analyzed in depth to draw eonclusions from the
research results. The implementation of ithe penghulu’s obligations in improving
the economy of the fishing community has been well fulfilled. Where this result is
seen from the established indicators, namely effectiveness, adequacy, equity,
responsiveness, and accuracy, all of which have been running as expected. There
are several factors that hinder the implementation of.the obligations of the head
of Panipahan Darat'in improving the economy of the fishing community, namely
community settlements that.are spread out, the type of development that is not in
accordance with the needs, the absorption.of aspirations from the community is
not maximized, and fishing community groups are less active in conveying their
needs and desires. The government of the Penghuluan Panipahan Darat should
make a map of the settlements of fishing communities, plan development involving
fishermen, and establish coordination with district and provincial governments.

Keywords: Evaluation, Implementation, Obligations, Penghulu, Fishing
Community.



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era‘globalisasi seperti saat sekarang ini. Negara dituntut untuk dapat
menjadikan kehidupan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik serta efektif,
efisien, dan kompetitif. Indonesia merupakan'Negara berkembang yang bergerak
di bidang pemberdayaan, Tujuan pemberdayaan merupakan untuk memperbaiki
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga terciptanya inovasi baru di
dalam masyarakat tersebut, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Pasal 18 menyebutkan bahwa “Kewenangan Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan
hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki
ikatan lahir dan batin‘yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun
karena sama-sama memiliki kepentingan-politik, ekonomi, sosial dan keamanan
dan lain-lain; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki
kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya
sendiri (Unang Sunardjo dalam Rauf dan Maulidiah, 2015: 10).

Dengan demikian desa merupakan sebuah wilayah hukum yang dihuni
sekelompok masyarakat dan memiliki rasa kebersamaan untuk mengurus, menata,

mengelola wilayahnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem-sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan penyelenggaraannya adalah
pemerintah desa,«yaitu kepala.desa atau yang disebut dengan nama lain yang
dibantu._oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana
yang dijelaskan dalam Undang-ldndang Nemer,6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal
1 ayat (2) dan (3).

Kegiatan pengembangan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang
bertujuan untuk mengembangkan suatu kelompok tertentu di satu daerah,
Pengembangan masyarakat tersebut biasa dikenal "sebagai Pemberdayaan
(empowerment) masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sesungguhnya bertujuan
untuk mewujudkan terciptanya masyarakat yang mandiri, mampu menggali serta
memanfaatkan potensi yangrada di daerahnya, dan mampu membantu masyarakat
agar terbebas dari keterbelakangan ataupun kemiskinan. Setiap desa memiliki
potensi, kondisi daerah, dan Kkarakteristik yang berbeda-beda, Untuk itu dalam
upaya pemberdayaan, masyarakat desa setempat harus lebih banyak terlibat dalam
proses kegiatan tersebut, pemerintah" hanya. bertindak sebagai fasilitator yang
mendukung program pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan tidak hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah saja, karena yang menjadi subyek dari pemberdayaan
adalah masyarakat desa itu sendiri. Suhendra (2006: 74-75) berpendapat bahwa
“Suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong
keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua

potensi.



Kepala Desa mempunyai tanggung jawab besar terhadap kemajuan
desanya. Oleh karena itu, Kepala Desa dituntut untuk melaksanakan tugas dan
fungsinya secara maksimal, Akan tetapi sering kali Kepala Desa kurang
memahami tugas.dan fungsinya.. Adapun_Kewajiban Kepala Desa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (4) huruf |
adalah mengembangkan perekenomian masyarakat desa. Kemudian Tugas ini
juga terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa terdapat pedoman mengembangkan
perekonomian masyarakat desa salah satu pemberdayaan kelompok nelayan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan tugas
Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa sebagaimana yang
dijelaskan pada Pasal 26 Ayat (1) yakni mempunyai 4 (empat) tugas, maka
penulis membatasi penelitian_ini, Yaitu Peranan Kepala Desa Terhadap
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Tugas dan Fungsi Kepala Desa dijelaskan lebih lanjut dalam
PERMENDAGRI Nomor 84 Tahun 2015 Tentang-Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa dalam Pasal 6, yaitu.:

1. Kepala Desa berkedudukan sebagal Kepala Pemerintah Desa yang memimpin
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa

memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
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a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan,
penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan

ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat,

olaan wilayah.
b. prasarana
c ' n kewajiban

: agama : ’
d. er as) ') ‘* ﬁﬁ dan motivasi
a poli ﬂi kungan hidup,

pemerintah  bertanggung erhadap yelenggaraan pemberdayaan
masyarakat, sementara pemberdayaan akan berhasil bila masyarakat tahu dan
mengerti apa yang seharusnya ia lakukan sebagai bagian dari penggerak
pembangunan masyarakat.

Untuk menciptakan hal di atas maka diperlukan suatu konsep
pemberdayaan terhadap masyarakat desa oleh kepala desa. Agar dalam

melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang



diembankan kepadanya. Melalui pemberdayaan yang dijalankan, pemerintah desa
telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat
nelayan, terlebih« dahulu  dipaparkan data.~mengenai perbandingan jumlah
penduduk dan penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Jumlah Nelayan di Provinsi Riau

Jumlah Jumlah Nelayan

No | KD Penduduk Laut Perairan Umum
1 | Kuantan.Singingi 334.94 - 2.424
2 | Indragiri Hulu 44455 - 6.175
3 | Indragiri Hilir 654.91 21.576 16.468
4 | Pelalawan 390.05 3.407 2.866
5 | Siak 457.94 1.171 1.027
6 Kampat. 841.33 - 2.025
7 | Rokan Hulu 561.38 4.862
8 | Bengkalis 565.57 6.243 1.129
9 | Rokan Hilir 637.16 22.564 12.685
10 | Kepulauan Meranti 206.12 2.582 -
11 | Pekanbaru 083.36 - 699
12 | Dumai 316.78 1.832 -

Jumlah 6.394.09 59.375 50.360

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, 2020.

Data yang tertuang pada tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah
penduduk di Provinsi Riau pada tahun 2020 sebanyak 6.394,09 yang tersebar di
seluruh Kabupaten/Kota. Jumlah penduduk terbanyak masih berada di Kota
Pekanbaru dan jumlah penduduk terendah berada di Kabupaten Kepulauan
Meranti. Sementara dari penduduk tersebut, terdapat sebanyak 109.735 orang
yang bekerja sebagai nelayan (laut maupun perairan umum). Khusus di Kabupaten
Rokan Hilir terdapat sejumlah masyarakat yang menggantungkan kehidupannya

dengan menjalankan aktivitas pekerjaan sebagai nelayan (laut dan perairan umum)



yakni sebanyak 35.249 orang dan jumlah ini merupakan jumlah terbesar di
bandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Riau yang bekerja sebagai
nelayan.

Salah saturdaerah yang.diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan
pemerintahan daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir. Di mana pada Kabupaten
Rokan Hilir terdapat Kepenghutuan: Panipahan, Darat Kecamatan Pasir Limau
Kapas yang memiliki potensi di bidang perikanan. Hal ini diperlihatkan dari
sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.
Kepenghuluan Panipahan Darat memiliki jumlah penduduk 11.158 jiwa dengan
4.878 kepala keluarga yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan 1.127 kepala
keluarga. Pada tahun 2020 nelayan yang kurang mampu memperoleh bantuan
dana desa sebanyak 300 kepala keluarga atau 1.105 jiwa.

Di Kepenghuluan Panipahan Darat sebagian besar masyarakatnya bekerja
sebagai nelayan secara individu dan ada berkelompok. Adapun kelompok nelayan
yang ada di Kepenghuluan Panipahan Darat sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kelompok Nelayan di Kepenghuluan Panipahan Darat Tahun 2020

No. Nama Kelompok Jumlah Anggota

1 Anugerah Nelayan 22 orang

2 Bawah Pulih 17 orang

3 Pukat Senja 25 orang

4 Rawai Sentosa 31 orang

5 Rokan Mandiri 20 orang
Total 115 orang

Sumber: Kantor Kepenghuluan Panipahan Darat, 2020.
Di Kepenghuluan Panipahan Darat terdapat beberapa kelompok nelayan
dan nelayan individu, sehingga dibutunhkan perhatian dari pemerintah

kepenghuluan untuk melakukan pemberdayaan agar perekonomian nelayan
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semakin membaik. Di mana dari 1.127 jumlah kepala keluarga yang
menggantungkan hidupnya sebagai nelayan tentunya memiliki taraf ekonomi yang

berbeda dan terdapat yang berkategori miskin. Dengan jumlah penduduk yang

Anggaran

779.761.000

100.495.000

pembangunan fisik semata.

Untuk tercapainya kemakmuran masyarakat desa maka diperlukan peranan
Penghulu, yang salah satunya mengenai peningkatan perekonomian masyarakat
dalam penelitian ini meningkatkan perekonomian nelayan. Di Kepenghuluan
Panipahan Darat penghasilan utama masyarakat adalah sebagai nelayan atau

mencari ikan di laut.
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Tabel 1.4 : Kegiatan Peningkatan Perekonomian Nelayan

No | Tahun | Kegiatan Sasaran
1 | 2019

Pembangunan | Memudahka
n kapalan
nelayan

t\ \ .'
- ‘WW\'

perekonom

memudahka

ﬁ\?&!\‘%\‘a

‘%\‘ .

tempat nela
belum maksi

dapat berdaya

Panipahan Dara

Masyarakat.

1. Kurangnya program perekonomian masyarakat nelayan di Panipahan Darat,
sehingga efektivitas pemberdayaan masyarakat nelayan kurang memberikan
hasil yang baik.

2. Belum meratanya pemberdayaan, sehingga masih banyak nelayan di

Kepenghuluan Panipahan Darat hidup miskin.
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3. Rendahnya penyerapan aspirasi masyarakat oleh pemerintah kepenghuluan.

Di mana masyarakat nelayan menyarankan adanya pembangunan TPI

(Tempat Penampungan Ikan), namun tidak ada satupun usulan pembangunan

s tertarik untuk
ghulu Dalam

Kepenghuluan

memberdayakan masyarakatnya ag aspek ekonomi kehidupan di tengah
masyarakat terlaksana dengan baik dan terarah oleh karena itu penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimanakah Hasil Pelaksanaan Kewajiban

Penghulu Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir

Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan?
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C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Penghulu

)aten Rokan

g\!‘«
3

khususnya bagi

+RATAENARAE

=

Sosial dan lImu

Keguaan Akademis
1) Bagi Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas
Kabupaten Rokan Hilir dapat dijadikan sebagai referensi akan
pentingnya pemberdayaan dalam meningkatkan perekonomian

masyarakat nelayan.
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2) Bagi para akademisi penelitian ini sebagai pengetahuan dan informasi

guna menciptakan kemampuan pemahaman mengenai pemberdayaan

masyarakat.
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STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustaka

1.

erumuskan
serta melé ﬂ? e N ya engika masyarakat yang
ada di dal
hubungan
dalam rang
ilmu pemer

Selanjutnya menurut popranoto dalam Munaf (2016: 77)

mengatakan pemerintah dalam arti luas meliputi segala urusan yang dilakukan
oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan
Negara, sedangkan dalam arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja.
Lebih lanjut menurut Samuel Edward Finer dalam Syafiie (2014: 11)
Pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (proses), negara tempat

kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty) dan cara,

12
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metode serta system (manner, method, and system) dari pemerintah terhadap
masyarakat.

Menurut Budiarjo (2009: 21) mengemukakan pemerintah adalah segala

jawab unt : nenjalankan fungsi
yang diwaj

Istile sebagai suatu
disiplin ilm apat dipelajari,

memiliki ma a spesifik (khas)

erintahan yang

)

:
(@]
QD
>
-
=
QD
=.
wn
3
2
2

dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pasal 1 Ayat 2 dan 3).
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Wasistiono dan Simangunsong (2015: 92) dalam konteks Indonesia,

dibedakan antara kata “pemerintah” dengan “pemerintahan”. Pemerintah lebih

merujuk kepada orang, badan, atau lembaga yang diberikan legitimasi oleh negara

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik.

Sedarmayanti (2004: 9) menyatakan bahwa pemerintahan yang baik
adalah pemerintahan yang menghormati kedaulatan rakyatnya. Oleh sebab itu

tugas dari pemerintah ialah :
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1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah
Indonesia.

2. Memajukan kesejahteraan umum.

5 5.5 s

A 5 3

>
< AN

-
‘>

keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang
yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau yang
akan lebih terlaksana.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
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7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam lingkungan

hidup.

Tugas Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

pemberdayaan, dan pembangunan.

Menurut Ndraha (2003: 75) fungsi pemerintahan ialah jenis tindakan atau
aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam
menjalankan roda pemerintahan, pemerintah memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu :

a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan

membuat peraturan Perundang-Undangan yang akan mengatur hubungan
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dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan

tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah

adalah hak yang dapat melakukan, menerapkan peraturan dan memberikan

0%

jasa public yang

layanan, sipil, dan layanan birokrasi.

2. Fungsi Sekunder (Pemberdayaan)
Fungsi Sekunder (Pemberdayaan) vyaitu fungsi pemerintah sebagai
penyedia kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa

yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak
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berdaya (powerless) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan
prasarana.

Maka dengan fungsi-funngsi yang telah diuraikan diatas, maka disini

Kebijakan
adalah pri AU cara berti j enga an pengambilan
keputusan.

Sedangk nuS ') endefinisikan
kebijakan sebaga Si : ) aka arahkan kepada
tujuan-tuju ntu. Ke ' me ‘ '_._ sa-berorientasi pada
masalah (problem-O S action-oriented).
Dengan dem

yang didalamnya Kan tata-cara bertindak

diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan
dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat
kebijakan-kebijakan itu memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya.

Lebih lanjut menurut Salusu dalam Ali dan Alam (2016: 11) Menyatakan

jika pilihan dimaksudkan diletakkan pada tingkat pilihan yang dikehendaki, ada
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pilihan yang strategis dan non strategis. Yang strategis sering dipersamakan
dengan kebijakan jikalau strategi dipahami sebagai pilihan yang terbaik.

Carl J. Friedrich dalam Ali dan Alam (2016: 14) merumuskan kebijakan

keputusan poli erupa program  peril: 1t apai tujuan warga
negara. Jadi kebijakan ai tin leh pemerintah
dan kebijakan publik 3 Sa ncapai suatu tujuan

tertentu.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik
dalam kepustakaan international disebut sebagai public policy. Yaitu suatu aturan
yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat
seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot
pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan di depan masyarakat oleh

lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho, 2004: 31-33).
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Kebijakan secara umum menurut Abidin (2004: 31-33) dapat dibedakan
dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk

ada di bawah

gL\

ANk

dominan.

3. Model kelembagaan, adalah model kelembagaan pemerintah.
4. Model proses, model merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari
identifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijakan, pelaksanaan

dan evaluasinya.
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5. Model rasialisme, model ini bermaksud untuk mencapai tujuan secara
efisien, dengan demikian model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat,

dan meningkatkan hasil bersih.

6. Model 1 del ini kegiatan masa lalu

sedi rti waktu,

b \\"N lﬁ,‘gﬁw& W%ﬁ% . Dalam arti

m I k i , perubahan-

per i r ggi kestabilan

terp |' i a hanya menambah
dan a d_aha _ _

7. Mo rnrbe a da_rl esakan-desakan
ling | tan, tantangan,
rintangan, an;p KANBP'Rt k , dan lain-lain yang
memp litik.

Proses i bertindak dalam
kedudukannya seba erapan atau pelaksanaan
hukum dan peraturan ya a gislatif, eksekutif, yudikatif,

administrasi negara dalam mencapal tujuan dengan membuat program dan
melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan,
menurut Lasswell dan Kaplan dikutip oleh (Abidin, 2004: 21).
4. Konsep Evaluasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) evaluasi adalah penilaian

atau hasil. Sedangkan Bryan (1987) mengatakan evaluasi adalah upaya untuk
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mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga
mengapa hal itu terjadi, evalusi yang paling sederhana adalah mengumpulkan

informasi  tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu

yang munc agaimana C on angar é-p ana dukungan
peraturan pe
Den

tolak ukur

SRt A 8

dilaksanakan.

2006 tentang

“it
q-

a_

QD

~

w

QD

)

QD

QD

oD

pu

(¢»]

=}

(@]

QD

-

QD

Pembangunan

membandingkan realisasi masuka put), keluaran (output), dan hasil (outcome)

terhadap rencana dan standar.
Menurut Ndraha (2011:201) evaluasi adalah proses perbandingan antara

standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Maka ada tiga model evaluasi sebagai

berikut :

1. Model Before-After, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu

tindakan dan tolak ukurnya adalah Before.
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2. Model Das Solen-Das Sein, yaitu perbandingan apa yang seharusnya dengan
yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah Das Solen.

3. Model kelompok kontrol-kelompok tes (diberi perlakuan) dan tolak ukurnya

ode evaluasi

Actual anned perfo 3 3 engkaji suatu
obyek pene engan me ‘- -L 3 a (actual) dengan
ketetapan p

Experin obyek penelitian
dengan ui kondisi yang

diteliti.

5. Cost oriented models, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian yang hanya
berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana.

Dari pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa evaluasi dimaksud

untuk menyempurnakan atau pembangunan kebijakan, temuan hasil evaluasi

digunakan untuk bahan analisis penyempurnaan keibjakan yang selanjutnya.

Dalam proses membandingkan tujuan kebijakan dalam hasil yang dicapai, perlu
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juga dievaluasi ketepatan masalah. Evaluasi atau masalah menjadi penting karena
evaluasi tujuan saja tanpa disertai penilaian terhadap masalah yang menjadi sebab

timbulnya penyimpangan atau kelemahan, tidak dapat memberi informasi menjadi

perbanding

Subarsono

b. Kecukupan

c. Pemerataan
d. Responsivitas
e. Ketepatan
5. Konsep Pemberdayaan
Menurut Suhendra (2006: 74-75) berpendapat bahwa pemberdayaan

merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis
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mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan
keterlibatan semua potensi.

Sedangkan menurut Ife dalam Suharto (2009: 58), “Empowerment aims to

adalah meningkatkan

. s ..00

Rl dar.mgp%

masyarakat

produktivit

3. Akses terhadap pasar

4. Akses terhadap sumber pembiayaan.
Sedangkan menurut Wasistiono dalam Rauf dan Munaf (2015: 125)
berpendapat bahwa; pemberdayaan merupakan upaya mendorong dan

memberikan individu untuk mengambil tanggung jawab pribadi untuk
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meningkatkan caranya melakukan pekerjaan dan kontribusinya guna mencapai
tujuan organisasi.

Sementara itu pemberdayaan menurut Stewart dalam Rauf dan Munaf

(2013: 24)
kemampuan
esadaran akan

i itu menjadi

“empowerm oXpansi er iti voor people to
parcicipate in, ne e Wi puntable institutions

that affect the

)
~
2 B
3
3

masyarakat mis

mengontrol, dan

)
3
o
QD
Q
2
@
3
o
QD
Q
QD
S
5
Q@

memengaruhi kehidupannya

Upaya pemberdayaan harus dilakukan melalui tiga arah Kartasasmita
dalam Zubaedi (2013: 79). Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang
memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Artinya, setiap
manusia atau setiap masyarakat telah memiliki potensi, sehingga pada saat
melaksanakan langkah pemberdayaan diupayakan agar mendorong dan

membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-
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potensi yang telah dimiliki. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki
masyarakat (empowering). Artinya, langkah pemberdayaan diupayakan melalui

aksi-aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian

keberpiha : a atura as-dan tegas untuk

melindungi

Sela aya jayaan '1;'_' @t T urut. Yakub  dalam

sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar
kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses
pembangunannya.

Perkins dan Zemmerman dalam Wrihatnolo dan Dwidjowijoyo, (2007:
179) mendefinisikan bahwa “... pemberdayaan sebagai suatu proses sengaja yang

berkelanjutan, berpusat pada masyarakat lokal, dan melibatkan prinsip saling
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menghormati, refleksi kritis, kepedulian dan partisipasi kelompok, dan melalui

proses tersebut orang-orang yang kurang memiliki bagian yang setara akan

sumber daya berharga memperoleh akses yang lebih besar dan memiliki kendali

mempunyai kedudukan sama dengan yang lain dalam hal pemecahan

masalah.

Helman, dkk (2000: 14-18) menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) elemen
kunci dalam pemberdayaan. Keempat elemen kunci tersebut adalah sebagai

berikut :
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a. Access to information (akses informasi)

Informasi adalah  sumber kekuasaan/kekuatan dalam pemberdayaan

masyarakat. Informasi mengenai pemberdayaan masyarakat dapat berupa akses

D

v

dibutuh

Inklusi enting dalam

pemberd: terlibat secara

RAENARN

Nk

-

langsung

2) Partisipasi yang diwakilkan kepada anggota dari kelompok atau asosiasi

3) Partisipasi melalui politik, yaitu melalui perwakilan pemilihan

. Accountability (akuntabilitas)

Akuntabilitas merupakan tanggungjawab dari pemerintah mengenai kebijakan-
kebijakan yang telah dibuatnya. Terdapat 3 (tiga) tipe utama dalam

akuntabilitas, yaitu sebagai berikut:
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1) Politik
2) Administratif

3) Public

. Local organiza

Fungsi adalah
yang lazim dalam ilmuan
politik. Fun ak-pihak yang
menduduki

Ada : . digunakan untuk
mengembangkan t ‘ batan, suatu tugas
merupakan suatu kegia Kan-untuk mencapai suatu

tujuan tertentu.

hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang
masing-masing berdasarkan kelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau
pelaksanaannya.

Menurut Winardi (2003: 26) Tugas pokok dan fungsi merupakan kesatuan

pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki
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aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau
pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.
7. Konsep Kepemimpinan

Menurut_Kartono  (2002:153) kepemimpinan adalah kemampuan untuk
mempengaruhi yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha
kooperatif mencapai tujuan. yang| sudah 'dicanangkan, selanjutnya dikatakan
pemimpin harus mahir melaksanakan kepemimpinannya. Sedangkan menurut
Syam dalam Mujiono (2002:1) mendeskripsikan Kepemimpinan adalah:
Keseluruhan tindakan guna mempengaruhi serta menggerakkan orang dalam
usaha bersama untuk mencapai tujuan, atau proses pemberian bimbingan
(pimpinan), tauladan dan pemberian jalan yang mudah (fasilitas) dari pada
pekerjaan orang-orang yang terorganisir formal.

Sedangkan menurut~Farland dalam Wijaya (2012:+7) mengemukakan
kepemimpinan adalah suatu proses dimana pimpinan dilukiskan akan memberi
perintah atau pengaruh, bimbingan atau proses mempengaruhi pekerjaan orang
lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Thoha (2002: 9)
mengemukakan bahwa kepemimpinan, adalah seni mengkordinasi dan memberi
arah kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Sutisna dalam Kartono (2003: 10) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah
kemampuan mengambil inisiatif dalam situasi sosial untuk menciptakan bentuk
dan prosedur baru, merancang dan mengatur perbuatan, dan dengan berbuat

begitu membangkitkan kerja sama kearah tercapainya tujuan.
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Kepemimpinan adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau

kelompok untuk mengkordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok

lain yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang

telah ditetapkan

B. n
TAS IS
Beriku W@%ﬁ uﬂgeﬁ' it mengenai
pemberda
Tabel 11.1 : u
No N — feori- 0 Perbedaan
1 3 - 150~ 5
1. | Roh la jat Penelitian ini
Irfan esa Dalam L membahas
ber ia i a mengenai
pin kan| pemberdayaan
rmal D kepala desa
a Bulu r terhadap
cﬁ&ﬁp( \) g masyarakat
§ pada bidang
e uat peternakan.
tau Sementara
ari ng peneliti
iki sebelumnya
syarakat membahas
(empowering). | mengenai
bersi 3. Memberdayak | pemberdayaan
nya an mengandung| pemimpin
pula arti informal di desa
dilaksanakan. melindungi.
(Zainal,2008:22)
2. Elit Indra | Analisis Kepemimpinan | 1.Pemimpin Perbedaan
Sari Kepemimpinan | adalah sebagai terletak pada
Kepala Desa kemampuan penentu arah. | indikator yang
Dalam atau kecerdasan | 2.Pemimpin ditetapkan
Memberdayakan | mendorong sebagai wakil | dalam
Masyarakat sejumlah orang dan Juru bicara.| memberdayak
Bidang (dua orang atau | 3.Pemimpin an masyarakat
Peternakan lkan | lebih) agar selaku peternak dan
Di Desa Sahilan | kerjasama dalam Komunikator | lokasi
Darussalam melaksanakan 4.Pemimpin penelitian
Kecamatan kegiatan yang selaku yang berbeda
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2 3 4 5 6
Gunung Sahilan | terarah pada Integrator.
Kabupaten tujuan bersama.
Kampar. (Nawawi,
2006:9).
Ade Indra Pemberdayaan Pemberlan Perbedaan

C. Kerangka Pikir

terletak pada
permasalahan
pokok yang
diteliti. Di
mana
penelitian
membahas
mengenai
pemberdayaan
kepada desa
terhadap
masyarakat,
sementara
penelitian
terdahulu
membahas
mengenai
pemberdayaan
aparatur desa.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan

pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan adat istiadat Desa (Pasal 18 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
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Tugas Kepala Desa adalah bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa,
melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa (Pasal 26 Ayat (1) UU No 6 Tahun 2014 Tentang

A

y

Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020.

D. Konsep Operasional
1. Pemerintahan adalah badan, lembaga, orang yang berwenang
menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas
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otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia

dahnya. Dalam

meningkatkan

QQ.

ekonomi, sosial, aga

Perekonomian masyarakat adalah sumber utama pendapatan masyarakat
di Panipahan Darat yang kebanyakan menyandarkan hidupnya pada
bidang nelayan.

Nelayan adalah jenis pekerjaan yang sehari-harinya menangkap ikan atau

biota lainnya yang ada di laut dan sungai.
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Evaluasi  Pelaksanaan Tugas Penghulu dalam  meningkatkan
perekonomian masyarakat nelayan dilihat dari indikator peranan berikut:

a. Efektivitas dalam penelitian ini adalah proses yang dilalui dalam

g dimiliki
kebutuhan

am kerja dan

atan ekonomi

mendukung

nelayan untuk meningkatkan perekonomian
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E. Konsep Operasional Variabel

Tabel 1.2 :  Operasional Variabel Penelitian

Konsep Variabel Indikator | Sub Indikator

1

Evaluasi
adalah

perbane
antara
dengan
dan :
hasilnya
(Ndraha,
2011:201

atan yang telah

- sanakan

a)_Menetapkan program

. peningkatan

' perekonomian
masyarakat nelayan

b) Meningkatnya
perekonomian
masyarakat

c) Adanya perubahan di

masyarakat

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2020
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

penelitian y
satu variabe
antara varia
dalam pene

Agar elitian ini erare enpgan tujuan yang

diinginkan,

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan

makna daripada generalisasi.

B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Penghulu Panipahan Darat

Kecamatan Pasir Limau Kapas. Alasan memilih judul tersebut dikarenakan

38
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penulis melihat adanya indikasi kurangnya peranan Penghulu dalam

meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan.

C. Informan Peneliti

Dal it enelitia Penghulu serta
ketua i enghuluan
oITAS IS
Panipahan Da \l%g‘s i M;g ilir, berikut
penjelasan sampel pada
penelitian i
Tabel 111.1 I n =
No an; - 3 5:'.] terangan
1 | Pen =7~ | 5= rman Utama
2 | Ket nforman
3 | Ket Informan
4 | Masyar elayan Informan
Juml 7

Sumber : Data Ola

D. Teknik Pen
o, L]
Dalam peneli i dilakukan dengan teknik
snowball sampling. Adapu ikan sumber informasi adalah

Penghulu, Ketua BPKep, dan Ketua LPM, dan masyarakat nelayan Kepenghuluan

Panipahan Darat.

E. Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari para responden
melalui penelitian lapangan tentang peranan penghulu dalam meningkatkan

perekonomian masyarakat nelayan.
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2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua yang berupa
keterangan-keterangan relevan yang dapat menunjang objek dalam penelitian

ini.

pengatur urutan data yang diorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan
satuan uraian dasar, ini dapat dibedakan dengan penafsiran yaitu dengan
membedakan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian,
dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipergunakan adalah

kualitatif, secara deskriptif yaitu suatu analisis yang berusaha memberikan suatu
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gambaran yang rinci berdasarkan kenyataan yang ditemui di lapangan, kemudian
data yang ada dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk uraian analisis dari

wawancara kemudian disajikan dan dianalisis secara mendalam.

No Ket

1

2

3

4

5

6

7

8
(Skripsi)

9 | Konsultasi Revisi X/ X | X
Skripsi

10 | Ujian Konferehensif X
Skripsi

11 | Revisi Skripsi X| X

12 | Pengadaan Skripsi X
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

ahan Darat

Panipahan

besar belum

pendidikan, 1 ingan dan asilitas i dengan
perkembang ar pembangunan

disegala asp

a. Sebelah Utaradengan  : Kepenghuluan Teluk Pulai
b. Sebelah Selatan dengan : Kepenghuluan Panipahan Laut
c. Sebelah Timur dengan  : Kepenghuluan Panipahan

d. Sebelah Barat dengan : Desa Panai Hilir Sumatera Utara

42
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Kepenghuluan Panipahan Darat memiliki luas wilayah 2.303.90 Hektar
yang terdiri dari kawasan rendah dan Laut, secara administratif Kepenghuluan

Panipahan Darat di bagi 15 (Lima Belas) Dusun Yaitu:

"~
=]
H
=
=
-
S g
=
& Z
= =
= g
=)
E-Eﬂ
< 2
e =
= =
- >
5 5
o
=
@ 2
E‘:
Ei‘"
ﬂ.-
-

0. Dusun XV/Famili
Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar Kepenghuluan yang ada di
Kecamatan Pasir Limau Kapas terletak di pinggiran pantai, begitu juga dengan
Kepenghuluan Panipahan Darat, sehingga setiap sungai — sungai kecil yang ada di
Kepenghuluan Panipahan Darat semuanya bermuara ke laut selat malaka, sungai—

sungai yang ada di Kepenghuluan Panipahan Darat antara lain
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a. Sungai Beko

b. Sungai Pasar Lurus

c. Sungai Tanjung Rukam

merupa : ar Vasa @P ocok untuk

tanaman

2020, penduduk

&
ng
o
o

2.666 Kepala

a. pakan . pe asli yang mendominasi dari
jumlah penduduk Kepenghuluan Panipahan Darat

b. Suku Jawa, merupakan masyarakat pendatang yang menyebar hampir
di seluruh dusun-dusun yang ada di Kepenghuluan Panipahan Darat.

c. Suku Tapanuli, merupakan masyarakat pendatang yang hidup sebagai

petani perkebunan.
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C. Adminitrasi Pemerintahan
Dalam penyelenggaraan Pemerinatah Kepenghuluan Panipahan Darat,

Wilayah di bagi dalam 15 (Lima Belas) Dusun yang tiap-tiap dusun dibagi

beberapa RW da i berikut :
Tabel | n
1. N / 6
2. D r 6
3. Du 4
4, Du m 5
5. Du 6
6. Du 5
7. Du i jat - 3
8. Du kam - 6
9. Dusun | | =5 6
10. | Dus atuk Paduko | 5
11. | Dus 5
12. | Dus i | 4
13. | Dus akti 11 | K 2 4
14. | Dusu r WV 3
15. | Dusu 5

Jumla 73

o L]

D. Pemerintah Ke

Pemerintah Des b na diatur dalam undang —
Undang Nomor 72 Tahun 2005 Pemerinatah Desa, juga berpedoman

kepada ketentuan serta petunjuk pelaksanaan dari  Menteri Dalam
Negeri,Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, begitu juga dengan pelaksanaan
Pemerinatahan Panipahan Darat juga berpedoman kepada Undang-undang Nomor

72 Tahun 2005 dan segala peraturan dan pedoman pelaksanaan lainnya.
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Pemerintah Kepenghuluan Panipahan Darat oleh seorang Penghulu dan
Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) dalam menyiapkan pelaksanaan

administrasi Pemerintahan Kepenghuluan, Penghulu dibantu oleh

pelayanan A penghu ' apabila penghulu

berhalangan, ' sekretaris Kepenghulu ' ankan tugas dan

4. Kepala Urusan Umum dan
5. Kepala Urusan Keuangan
6. Kepala Urusan Perencanaan
2. Koordinasi Pemerintahan
Dalam pelaksanaan pemerintahan umum di Kepenghuluan Panipahan

Darat, Penghulu mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak instansi lainnya,
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Dalam hal keamanan dan ketertiban Kepenghuluan, Penghulu mengadakan

koordinasi dengan Babinkamtibmas dan Babinsa yang ada di Kepenghuluan.

sebagai contoh terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban maka

RO

r
%

2) Peternakan
3) Perikanan
a) Jaring Ikan dan udang
b) Pukat Tuamang

c) Sondong

d) Tambak kerang
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2. Pembangunan Sosial Budaya

a. Pembangunan Pendidikan

1) Taman Kanak-Kanak (TK) dan PAUD

Di Kepenghuluan Panipahan Darat sudah ada Puskesmas, Puskemas
Pembantu (Pustu), sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat telah
tersedia, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan anak balita telah
dilaksanakan kegiatan Pos Yandu yang rutin dilaksanakan sebanyak 8

Posyandu yang terdiri dari 32 orang kader.
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. Agama

Dalam mewujudkan kehidupan beragama, Penghulu dibantu oleh petugas

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Limau Kapas dan
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No.

Panipahan Darat

3 | Roy Kepenghuluan
Martin

4 | Khaidri E : elompok Nelayan 1

5 | Norman aki-laki | S Ketua Kelompok Nelayan 2

Sumber: Olahan Peneliti, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 5 orang informan
yang bisa ditemukan dan mampu memberikan tanggapan sebagaimana diharapkan
untuk penelitian ini. Diketahui bahwa dari kelima informan di atas memiliki

rentang usia dari 30-53 tahun, ini berarti informan penelitian ini masih berada

50
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pada usia yang sangat produktif sehingga mampu memberikan pernyataan dan
tanggapan sesuai pengalaman, pengetahuan yang diketahuinya.

Kemudian dari identitas jenis kelamin informan seluruhnya laki-laki,

B. Analisis Tentang Evalt ewajiban Penghulu Dalam
c : lelayan di Kepenghuluan

Panipahan Darat Kec an Pa au Kapas Kabupaten Rokan
Hilir
Perekonomian masyarakat di suatu wilayah merupakan gambaran dari
pengelolaan seluruh sumber daya yang ada sebagai baik atau tidak. Perekonomian
masyarakat akan menjadi baik apabila seluruh sumber daya yang tersedia bisa
dikelola dan dimanfaatkan sebagai benar, sedangkan perekonomian masyarakat

akan semakin terpuruk bila sumber daya yang ada tidak terkelola dengan baik dan

tidak dimanfaatkan atau disia-siakan.
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Kepenghuluan Panipahan Darat salah satu kepenghuluan yang ada di
Kabupaten Rokan Hilir dengan letak wilayah yang berasa di pesisir pantai timur
Sumatera berhadapan langsung dengan selat Melaka. Letak geografis yang berada
di pesisir pantai_tentunya memiliki sumber. daya alam berupa bidang perikanan
dan sumber daya alam lainnya yang bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk
menggali sumber perekonomian.

Sejak dahulu masyarakat di Kepenghuluan Panipahan Darat sebagian
besarnya menggantungkan hidup dari hasil perikanan baik itu perikanan tangkap
maupun budi daya dan serta pengolahan hasil perikanan sebagai sumber mata
pencaharian. Potensi perikanan yang ada bila ‘dimanfaatkan dengan baik akan
memberi dampak tumbuhnya perekonomian masyarakat.

Kehadiran pemerintah Kepenghuluan menjadi penting dalam melakukan
pemberdayaan  terhadap masyarakat, sehingga masyarakat yang ada di
kepenghuluan dapat diberdayakan secara maksimal untuk mengelola dan
menggali sumber potensi yang ada. Beragam jenis dukungan yang bisa dilakukan
pemerintah Kepenghuluan dalam meningkatkan. perekonomian masyarakat
sebagai bentuk perhatian pemerintah mengatasi persoalan ekonomi di masyarakat.

Sebagaimana diketahui dari berbagai lembaga survei, para peneliti, dan
data-data statistik yang ada secara nasional dikatakan bahwa sebagian besar
masyarakat hidup dalam garis kemiskinan yang salah satu jenis pekerjaannya
adalah nelayan. Kemiskinan masyarakat sebagai nelayan bukan hanya

dikarenakan faktor-faktor alam dan dukungan teknologi dalam mencari
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penghasilan pada saat menangkap ikan, namun juga dikarenakan dukungan dari

pemerintah yang masih terbatas keberpihakannya terhadap masyarakat nelayan.

Kepenghuluan Panipahan Darat yang sebagian besar masyarakatnya

pembangun

Unt

berikut:
1. Efektivitas

Efektivitas dalam penelitian ini adalah proses yang dilalui dalam
peningkatan ekonomi masyarakat nelayan dalam bentuk perencanaan program
kerja dan pelaksanaan kegiatan. Indikator efektivitas ditetapkan 2 dimensi yang
digunakan untuk menjawab efektif tidaknya program peningkatan perekonomian
masyarakat nelayan yang dilaksanakan pemerintah kepenghuluan melalui

kewajiban penghulu.
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Adapun dimensi yang digunakan pada indikator efektivitas ini dapat
diuraikan satu persatu berikut ini:
a). Perencanaan program peningkatan perekonomian masyarakat nelayan

Perencanaan programpeningkatan..perekonomian..masyarakat nelayan
merupakan salah satu langkah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang
bersentuhan kepada masyarakat:: Perencanaan ;yang dibuat bisa dilakukan oleh
pemerintah kepenghulu ataupun usulan dari BPKep maupun dari kedua-duanya
dan dari usulan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Syofyar selaku Penghulu Panipahan Darat
diperoleh informasi berikut ini:

Untuk Kepenghuluan Panipahan Darat yang termasuk dalam rancangan

APBKep itu seperti pembuatan tangkahan nelayan, tempat pelelangan

ikan, dan bimbingan-teknis. (Wawancarabertempat-di Kantor Penghulu

Panipahan Darat, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 pukul 10.30 Wib)

Tanggapan yang disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa telah
ada rencana kerja yang ditetapkan dan tertuang dalam APBKep seperti pembuatan
tangkahan nelayanan, tempat pelelangan..ikan, dan adanya pemberdayaan
masyarakat dalam bentuk bimbingan teknis.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Sahanip selaku Ketua
BPKep Panipahan Darat mengatakan bahwa:

Dalam 3 tahun terakhir ini sejak dari tahun 2018 dari APB Kepenghuluan

Panipahan Darrat yang berumber dari ADD dan DD setidaknya ada

beberapa program pembangunan dan pemberdayaan yang langsung

bersentuhan dengan nelayan, seperti pembuatan tangkahan, tempat

pelelangan ikan, seminisasi jalan menuju tangkahan, pembuatan bak air
dan adanya pemberian bimbingan teknis pembuatan proposal
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(Wawancara pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 pukul 16.00 Wib
bertempat di Kediaman Bapak Sahanip)

Tanggapan tersebut menginformasikan bahwa sejak dari tahun 2018
sekurangnya telah ada

eberapa program pembangunan. dan pemberdayaan yang

Ketua Kelompok Nelaya

Dari hasil musyawara an ada beberapa program dari
kepenghuluan seperti pembangunan tangkahan nelayan, tempat
pelelangan hasil ikan, dan pemberdayaan masyarakat nelayan
(Wawancara pada hari Selasa tanggap 06 Juli 2021 pada pukul 14.30 Wib
bertempat di Kediaman Bapak Khaidir)

Kemudian dari wawancara dengan Bapak Norman selaku Ketua

Kelompok Nelayan 2diketahui bahwa:
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Ada beberapa program yang ditetapkan seperti membuat tangkahan

perahu. (Wawancara pada hari Selasa tanggap 06 Juli 2021 pada pukul

16.30 Wib bertempat di Kediaman Bapak Norman)

demberdayaan
masyarakat embs )elayan dan tempat
pelelangan grian bimbingan

teknis kep

usulan bant

nelayan dalam beraktivitas, sehingga melalui program ini secara tidak langsung

telah membantu nelayan untuk mengurangi biaya operasional dan biaya penjaga
perahu.
Dengan demikian jelaslah bahwa dari perencanaan program kegiatan

peningkatan perekonomian masyarakat nelayan di Kepenghuluan Panipahan Darat
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telah dilaksanakan oleh pemerintah kepenghuluan. Di mana semua kegiatan yang
direncanakan telah masuk dalam APBKep tahun 2018 dan 2019.
b). Pelaksanaan program peningkatan perekonomian masyarakat nelayan

Pelaksanaan program - peningkatan.perekonomian..masyarakat nelayan
merupakan tindakan lanjutan yang dijalani dari program kerja yang telah
direncanakan dan ditetapkan. .Di imana pelaksanaan program ini dalam bentuk
pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Syofyar selaku Penghulu Panipahan Darat
diperoleh informasi berikut ini:

Pelaksanaan programnya itu kita tergantung dari pemerintah pusat,

karena rencana program itu saya masukkan dalam anggaran Dana Desa.

Kemudian untuk bagaimana pelaksanaan itu tergantung ketika sudah

pencairan dari pemerintah pusat dalam. bentuk Dana Desa, maka kita

akan melaksanakan kegiatan itu berupa padat karya tunai. (\Wawancara
bertempat di Kantor Penghulu Panipahan Darat, pada hari Senin tanggal

28 Juni 2021 pukul 16.30 Wib)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa di Kepenghuluan
Panipahan Darat program-program pemberdayaan masyarakat terutama pada
peningkatan perekonomian masyarakat nelayan. . pelaksanaan programnya
tergantung dari pemerintah“pusat, karena rencana pemberdayaan membutuhkan
anggaran yang besar, sehingga sumber anggaran yang paling besar dari Dana
Desa. Untuk itu pelaksanaan program pemberdayaan setiap tahunnya menunggu
keputusan atau peraturan dari menteri desa sebagai acuan dari pelaksanaan
program kerja.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Sahanip selaku Ketua

BPKep Panipahan Darat mengatakan bahwa:
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Sampai saat ini program yang telah ditetapkan dan disepakati
sebagaimana tertuang dalam APBKep telah dilaksanakan seperti adanya
pembuatan tangkahan dan bimbingan teknis (Wawancara pada hari
Minggu tanggal 04 Juli 2021 pukul 16.00 Wib bertempat di Kediaman
Bapak Sahanip)
Wawancara yang telah.dilaksanakan.dengan Bapak. Roy Martin selaku
salah seorang anggota LPM Kepenghuluan Panipahan Darat menyatakan:
Pembangunan yang _ada 'sudah ‘cukup. baik, karena ada pembuatan
tangkahan untuk nelayan walaupun belum seluruhnya terbangun
(Wawancara pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 pukul 09.00 Wib di
Kediaman Bapak Roy Martin)
Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Khaidir selaku
Ketua Kelompok Nelayan 2 yakni:
Sampal saat ini baru ada beberapa pembangunan tangkahan nelayan
yang dibangun kepenghuluan dan ada bimbingan teknis untuk ketua-ketua
kelompok nelayan dalam membuat proposal usulan bantuan dan lainnya
(Wawancara pada hari-Selasa tanggap 06 Juli 2021 pada pukul 14.30 Wib
bertempat di Kediaman Bapak Khaidir)
Kemudian dari wawancara dengan Bapak Norman selaku Ketua
Kelompok Nelayan 2 diketahui bahwa:
Yang dibangun penghulu_yakni tangkahan perahu. Tapi belum semua
kelompok mendapatkannya (Wawancara pada hari Selasa tanggap 06 Juli
2021 pada pukul 16.30 Wib bertempat di Kediaman Bapak Norman)
Tanggapan yang disampaikan para informan di atas baik itu dari anggota
BPKep, LPM, maupun masyarakat nelayan memberikan gambaran bahwa telah

ada pelaksanaan kegiatan yang diperuntukkan dalam upaya membantu

meningkatkan perekonomian masyarakat. Bentuk pelaksanaan kegiatan tersebut
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berupa pembangunan tangkahan dan bimbingan teknis. Pembangunan tangkahan
nelayan digunakan untuk bersandarnya perahu nelayan dan dibangun dekat
dengan pemukiman masyarakat, sehingga secara langsung pembangunan ini telah
membantu masyarakat nelayan.untuk menyandarkan perahunya, dekat dengan
pemukiman, dan mudah untuk turun naik hasil tangkapan ikan. Sementara dari
pemberdayaan yang dilaksanakan jherupa: pemberian bimbingan teknis kepada
kelompok nelayan untuk menyusun proposal permohonan bantuan dan bantuan
lainnya.

Hasil observasi atau pengamatan lapangan yang telah peneliti laksanakan
terlihat bahwa adanya pembangunan beberapa tangkahan nelayan yang dibangun
oleh pemerintah kepenghuluan. Tangkahan nelayan ini ditempatkan dekat dengan
pemukiman masyarakat atau berada dipemukiman masyarakat nelayan. Melalui
pembangunan fisik ini tentunya membantu masyarakat nelayan dalam beraktivitas
untuk pulang dan pergi melaut lebih dekat.

Dengan demikian jelaslah bahwa penghulu selaku kepala pemerintahan di
Kepenghuluan Panipahan Darat telah melaksanakan kewajibannya dalam
membantu meningkatkan “perekonomian..masyarakat melalui pembangunan
tangkahan dan bimbingan teknis.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa indikator
efektivitas dalam melihat kewajiban penghulu untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat nelayan telah dilaksanakan. Di mana bentuk kegiatan yang ditetapkan
yakni adanya rencana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan dan

melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah
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kepenghuluan. Adapun jenis pembangunan yang telah direncanakan dan
dilaksanakan adalah pembuatan tangkahan nelayan, sedangkan untuk

pemberdayaan adanya pemberian bimbingan teknis kepada kelompok nelayan

Y
o
o
gt
rd
( w yakni petunjuk
pelaksana de ’
a). Petunjuk ’
ketentuan yang

merencanakan,

Kita mengumpulkan aspirasi nelayan setelah itu kita sesuaikan, hari ini
banyak masyarakat kita meminta kita untuk membuat tangkahan nelayan
dan tempat pelelangan ikan (Wawancara bertempat di Kantor Penghulu
Panipahan Darat, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 pukul 10.30 Wib)

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Sahanip selaku Ketua

BPKep Panipahan Darat mengatakan bahwa:



61

Petunjuk yang paling utama dari semua kegiatan adalah peraturan
perundang-undangan yang mengatur pemerintah desa. Sementara untuk
jenis-jenis kegiatan yang ditetapkan menyesesuaikan dengan peraturan
menteri desa dan transmigrasi. (Wawancara pada hari Minggu tanggal 04

Juli 2021 pukul 16.00 Wib bertempat di Kediaman Bapak Sahanip)

Tanggapan: yang disampaikan informan di atas wakni Penguhlu dan
Anggota BPKep Panipahan Darat sangat jelas memberikan informasi bahwa
dalam merencanakan, merumuskan, menyusunkan, dan melaksanakan kegiatan
pemerintahan, ~pemerintah  kepenghuluan telah. merujuk ‘pada peraturan
perundangan yang ditetapkan. Di mana untuk menyusun program kegiatan
peningkatan perekonomian masyarakat nelayan, .salah satu rujukan yang
memberikan peluang pemerintah kepenghuluan untuk bisa memanfaatkannya
adalah undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan menteri desa
dan transmigrasi yang membuka peluang diperbolehkan pemerintah
kepenghuluan melaksanakan-kegiatan untuk para nelayan.

Hasil observasi atau pengamatan lapangan yang peneliti lakukan terlihat
bahwa ketentuan yang paling jelas merujuk untuk nelayan dan bisa digunakan
penghulu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan adalah
peraturan menteri desa dan transmigrasi yang salah satu bagiannya menyatakan
pembangunan untuk masyarakat nelayan.

Berdasarkan tanggapan dan observasi yang dilaksanakan jelaslah bahwa
penghulu memiliki peluang untuk memasukkan berbagai kegiatan yang ditujukan

untuk kepentingan nelayan. Kepentingan nelayan bisa dipenuhi dengan cara

membuatkan pembangunan-pembangunan yagn dibutuhkan dan memberikan
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berbagai bentuk pemberdayaan dalam rangka meningkatkan perekonomian
masyarakat nelayan.
b) Pendanaan
Pendanaan-adalah sumber_dana yang-bisa dimanfaatkan atau digunakan
pemerintah kepenghuluan untuk melaksanakan berbagai program kerja yang telah
dirumuskan dan ditetapkan. Pemerintah kepenghuluan setidaknya memiliki 4 jenis
pendanaan yang bisa digunakan yakni sumber dana berasal dari ADD (alokasi
dana desa), DD (dana desa), bantuan dari pemerintah provinsi, dan pendapatan
asli desa.
Hasil wawancara dengan Bapak Syofyar selaku Penghulu Panipahan Darat
diperoleh informasi berikut ini:
Untuk sumber dana yang dibutuhkan setiap program itu maksimum 200
juta per tangkahan tergantung jauh dan tangkahan kita buat. Baik untuk
sumber ‘dana yaitu /dana dari Dana Desa (DD) dana pusat dan dari
pemerintah daerah (pemda). (Wawancara bertempat.di Kantor Penghulu
Panipahan Darat, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 pukul 10.30 Wib)
Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Sahanip selaku Ketua
BPKep Panipahan Darat mengatakan bahwa:
Dana yang dibutuhkan untuk setiap.kegiatan cukup besar, terutama pada
pembangunan fisik. Kepenghuluan Panipahan Darat daerah pesisir yang
jauh dari sumber material bahan bangunan, untuk membangun satu
tangkahan saja minimal dibutuhkan 200 juta. Ada beberapa sumber dana
yang bisa dimanfaatkan sesuai ketentuan seperti dari pemerintah berupa
Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten, Dana Desa (DD) dari
pemerintah pusat, dan ada dana dari Provinsi. Selain sumber ini bisa saja
dari pihak swasta yang cara memperolehnya dan pemanfaatannya
dibenarkan undang-undang. (Wawancara pada hari Minggu tanggal 04
Juli 2021 pukul 16.00 Wib bertempat di Kediaman Bapak Sahanip)
Tanggapan informan Penghulu dan Anggota BPKep Panipahan Darat di

atas menjelaskan bahwa ada beberapa sumber dana yang bisa dimanfaatkan sesuai
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ketentuan seperti dari pemerintah berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dari
Kabupaten, Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat, dan ada dana dari Provinsi.

Selain sumber ini bisa saja dari pihak swasta yang cara memperolehnya dan

an tidak ada

kemudian ada ertentu seperti

masyaraka dalam rangka
meningkatke perekonomian
masyarakat kepenghuluan

menggunak a pemberdayaan

dapat dikatakan bahwa pemerintah kepenghuluan Panipahan Darat memiliki
sumber pendanaan yang jelas dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat nelayan. Setiap tahunnya pemerintah kepenghuluan
menerima dana dengan jumlah yang berbeda-beda jumlahnya, sehingga penghulu
bisa memanfaatkan dana tersebut untuk mewujudkan masyarakat Kepenghuluan

Panipahan Darat yang sejahtera.
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Dengan demikian dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat

dikatakan indikator kecukupan dalam usaha meningkatkan perekonomian

masyarakat nelayan telah didukung oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

masyarakat perekonomian

masyarakat. 2 sub indikator

yang dijadike

pemerintah untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam
menyusun berbagai program kerja.

Hasil wawancara dengan Bapak Syofyar selaku Penghulu Panipahan Darat
diperoleh informasi berikut ini:

Yang jelas masyarakat yang kita manfaatkan adalah masyarakat yang

bekerja sebagai nelayan yang Kkita libatkan untuk bisa bekerjasama
dengan guna meningkatkan perekonomian nelayan (Wawancara bertempat
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di Kantor Penghulu Panipahan Darat, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021
pukul 10.30 Wib)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa masyarakat yang
menjadi sasaran pemberdayaan salah satunya adalah masyarakat nelayan. Di mana
masyarakat yang bekerja sebagai nelayan yang kita libatkan untuk bisa
bekerjasama dengan guna meningkatkan perekonomian nelayan. Hal ini perlu
dilaksanakan ‘mengingat.\sebagian besar masyarakat di Panipahan Darat
mengandalkan sumber pendapatan berasal dari bekerja sebagal nelayan atau
mencari ikan dilautan.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Sahanip selaku Ketua
BPKep Panipahan Darat mengatakan bahwa:

Untuk kepentingan nelayan, paling utama yang dilibatkan adalah nelayan

itu sendiri melalui ketua-ketua kelompok yang ada untuk diketahui

kebutuhan dan keinginannya agar semua program peningkatan ekonomi
masyarakat nelayan sesuai dengan yang diharapkan dan memang mampu

memberi dampak yang-baik: (Wawancara pada hari Minggu tanggal 04

Juli 2021 pukul 16.00 Wib bertempat di Kediaman Bapak Sahanip)

Tanggapan ini memberikan gambaran bahwa pemerintah Kepenghuluan
Panipahan Darat telah melaksanakan berbagai kewajibannya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. “Salah ‘satu Kelompok masyarakat adalah nelayan,
sehingga untuk memenuhi kepentingan nelayan, paling utama yang dilibatkan
adalah nelayan itu sendiri melalui ketua-ketua kelompok yang ada untuk diketahui
kebutuhan dan keinginannya agar semua program peningkatan ekonomi

masyarakat nelayan sesuai dengan yang diharapkan dan memang mampu memberi

dampak yang baik.
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Wawancara yang telah dilaksanakan dengan Bapak Roy Martin selaku
salah seorang anggota LPM Kepenghuluan Panipahan Darat menyatakan:

Program atau kegiatan pembangunan untuk nelayan ini dilibatkan

nelayan itu sendiri, ketua RT dan RW, termasuk kami dari LPM. Semua

yang adas duduk bersama dengans Penghulu.dan BPKep untuk

menyampaikan kebutuhan dan keluhan nelayan (Wawancara pada hari

Minggu tanggal 04 Juli 2021 pukul 09.00 Wib di Kediaman Bapak Roy

Martin)

Informasi yang diperoleh dari wawancara ‘dengan Bapak Khaidir selaku
Ketua Kelompok Nelayan 2 yakni:

Kalau nelayan menyerahkan kepada ketua kelompok masing-masing untuk

menyampaikan keinginan anggota kepada pemerintah (Wawancara pada

hari Selasa tanggap 06 Juli 2021 pada pukul 14.30 ‘Wib bertempat di

Kediaman Bapak Khaidir)

Kemudian dari wawancara dengan Bapak Norman selaku Ketua
Kelompok Nelayan 2 diketahui-hahwa:

Bersama-sama menyampaikan dengan kelompok lain mengenai kebutuhan

para nelayan kepada penghulu. Keluh kesah nelayan lah yang paling

utama. (Wawancara pada hari Selasa tanggap 06 Juli 2021 pada pukul

16.30 Wib bertempat di Kediaman Bapak Norman)

Tanggapan yang disampaikan informan LPM dan masyarakat di nelayan di
atas memberikan informai bahwa pemerintah kepenghuluan Panipahan Darat
melibatkan masyarakat setempat dalam menyusun program kerja. Langkah yang

dijalani untuk kepentingan nelayan, paling utama yang dilibatkan adalah nelayan

itu sendiri melalui ketua-ketua kelompok yang ada untuk diketahui kebutuhan dan
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keinginannya agar semua program peningkatan ekonomi masyarakat nelayan
sesuai dengan yang diharapkan dan memang mampu memberi dampak yang baik.

Hasil observasi atau pengamatan lapangan yang telah peneliti laksanakan
terlihat bahwa pemerintah kepenghuluan_Panipahan Darat pernah melakukan
kunjungan kerja dan dialog bersama dengan masyarakat nelayan. Dalam
kunjungan dan dialog tersebut pemerintah kepenghuluan memberikan peluang
kepada masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan keinginannya, sehingga
melalui langkah ini setidaknya diperoleh keinginan masyarakat untuk
mendapatkan tangkahan nelayan, tempat pelelangan ikan, bantuan peralatan
nelayan, dan sebagainya.

Dengan-demikian jelas bahwa dari hasil tanggapan informan dan juga
observasi bahwa Penghulu yang merupakan pimpinan pemerintah kepenghuluan
Panipahan Darat dalam ~menyusun programy kerja untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat nelayan adalah dengan mengajak masyarakat untuk
berdiskusi dan melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat.

b) Melakukan koordinasi dengan kelompok nelayan

Melakukan koordinasi dengan kelompok nelayan merupakan langkah yang
digunakan dalam rangka menjaga harmonisasi hubungan antara pemerintah
dengan masyarakat. Selain itu koordinasi bisa digunakan untuk memastikan
kesuksesan atau kelancaran berbagai kegiatan pemerintah di masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Syofyar selaku Penghulu Panipahan Darat
diperoleh informasi berikut ini:

Baik, untuk berkoordinasi dengan kelompok nelayan, terkadang nelayan
ini sudah mendapat informasi mereka kita hadirkan untuk kita bimbing
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berupa bagaimana pembuatan proposal agar nanti proposal itu bisa kita
masukkan ke pemerintahan dan mendapatkan bantuan agar para awak
atau anggota mereka bisa membuka usaha sendiri. (Wawancara bertempat
di Kantor Penghulu Panipahan Darat, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021
pukul 10.30 Wib)

bagaimana pe ' ' masukkan ke

pemerintahe endapa antua ‘ gota mereka bisa

membuka u

salah seorang anggota LPM Kepenghuluan Panipahan Darat menyatakan:
Kalau dilihat adanya kunjungan-kunjungan kerja yang dilakukan
penghulu di seluruh kawasan bersandarnya perahu nelayan (Wawancara
pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 pukul 09.00 Wib di Kediaman

Bapak Roy Martin)
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Tanggapan yang disampaikan informan penelitian berasal dari BPKep dan
LPM Panipahan Darat di atas memberikan informasi bahwa telah ada koordinasi
yang dilakukan pemerintah kepenghuluan dengan masyarakat terutama dengan
ketua kelompok.nelayan. Diwmana langkah«~koordinasi «ini digunakan untuk
mendapatkan kepastian kelancaran berbagai program yang dijalankan pemerintah
dan juga untuk memastikan, <programs tersebut sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

Hasil observasi dan pengamatan lapangan yang telah dilakukan terlihat
bahwa koordinasi yang dilakukan pemerintah kepenghuluan bersama dengan
masyarakat nelayan sudah berjalan. Di mana ‘pemerintah kepenghuluan yakni
Penghulu selalu” melakukan koordinasi dengan ketua RT/RW dan juga ketua-
ketua kelompok nelayan yang ada untuk memastikan program kerja yang
dilaksanakan bisa terlaksana,dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan.
Namun koordinasi yang dilakukan hanya dengan masyarakat nelayan atau
kelompok nelayan yang mendapatkan alokasi pembangunan. Sedangkan untuk
masyarakat lainnya yang belum mendapatkan alokasi pembangunan dan bantuan
tidak ada koordinasi yang dilakukan. Padahal.melalui koordinasi yang intens akan
membuka peluang informasi-informasi baru dan juga membuka peluang untuk
membuat kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi terobosan untuk membangun
masyarakat nelayan secara keseluruhan.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam melaksanakan kegiatan
peningkatan perekonomian masyarakat nelayan telah ada koordinasi yang

dilakukan oleh Penghulu Panipahan Darat dengan masyarakat nelayan.
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Koordinasi yang dilakukan secara terus menerus terutama pada saat akan
dilaksanakannya kegiatan pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada indikator

pemerataan ini dag - 8. Penghulu Panipahan

E\\‘ .&$‘ ekonomian
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tugasnya u
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harus dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat dan mengetahui
kebutuhan masyarakat. Melalui langkah ini bisa diperoleh kebutuhan dan
keinginan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian nelayan.

Hasil wawancara dengan Bapak Syofyar selaku Penghulu Panipahan Darat

diperoleh informasi berikut ini:

Baik, kalau keterbukaan kita dari Kepenghuluan Panipahan Darat sangat
terka, kita langsung terjun ke lapangan apabila ada masyarakat Kita
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tertimpa musibah di saat melaut, saya sebagai Penghulu langsung
mengirim ke dinas sosial itu asuransi nelayan. Kalau hari ini harapan
mereka itu dapat bantuan dari pemerintah daerah tepat sasaran tidak
tebang pilih ketika dimasukkan proposal itu keluar, tidak orang lain dan
yang diharapkan proposal yang di masukkan itu keluar (Wawancara
bertempat di Kantor Penghulu Panipahan Darat, pada hari Senin tanggal

28 Juni 2021 pukul 10.30.Wib)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa Kepenghuluan
Panipahan Darat sangat terbuka-atas kritik dan. saran dari masyarakat. Melalui
kritikan dan saran digunakan sebagai bahan evaluasi. untuk masukan dalam
menjalankan roda pemerintahan terutama pada pemberdayaan masyarakat. Salah
satu keterbukaan yang ditunjukkan kepenghuluan berupa turun ke lapangan
apabila ada masyarakat kita tertimpa musibah di saat melaut, saya sebagali
Penghulu langsung mengirim ke dinas sosial itu asuransi nelayan. Kalau hari ini
harapan mereka itu dapat bantuan dari pemerintah daerah tepat sasaran tidak
tebang pilih ketika dimasukkan proposal itu keluar, tidak erang lain dan yang
diharapkan proposal yang di masukkan itu keluar.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Sahanip selaku Ketua
BPKep Panipahan Darat mengatakan bahwa:

Pemerintah kepenghuluan sangat .terbuka dan sering kali pemerintah

kepenghuluan dengan masyarakat duduk bersama baik secara formal

maupun non formal dalam membahas berbagai hal terkhusus yang
berkenaan dengan nelayan. Banyak saran yang disampaikan masyarakat
nelayan, kami dapat menyimpulkan setidaknya ada 3 hal yang paling
dibutuhkan yakni pembangunan tangkahan dan tempat pelelangan ikan
hasil tangkapan nelayan, bantuan berupa jaring dan mesin, pelatihan
peningkatan keterampilan nelayan baik untuk mengolah hasil tangkapan
maupun membudidayakan ikan (Wawancara pada hari Minggu tanggal 04
Juli 2021 pukul 16.00 Wib bertempat di Kediaman Bapak Sahanip)

Tanggapan ini memberikan penjelasan bahwa kepenghuluan Panipahan

Darat sangat terbuka dan sering kali pemerintah dengan masyarakat duduk
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bersama baik secara formal maupun non formal dalam membahas berbagai hal
terkhusus yang berkenaan dengan nelayan. Banyak saran yang disampaikan
masyarakat nelayan, kami dapat menyimpulkan setidaknya ada 3 hal yang paling
dibutuhkan yakni«pembangunan. tangkahan.dan tempat pelelangan ikan hasil
tangkapan nelayan, bantuan berupa jaring. dan mesin, pelatihan peningkatan
keterampilan - nelayan baik untuk™ mengolah  hasil tangkapan maupun
membudidayakan ikan

Wawancara yang telah dilaksanakan dengan Bapak Roy Martin selaku
salah seorang anggota LPM Kepenghuluan Panipahan Darat menyatakan:

Selama ini sangat terbuka, seluruh saran dan masukan dari masyarakat

diterima dengan baik. namun tidak seluruh saran dan masukan tersebut

bisa diakomodir oleh penghulu. Beberapa waktu.lalu masyarakat
memberikan saran agar ada bantuan-pelatihan budi daya ikan dan
membuat tempat khusus menampung ikan hasil tangkapan ikan dengan
harga beli yang seragam sesuai jenis ikan serta membuat badan usaha
desa yang khusus mengelola hasil tangkapan ikan-dan menjadi bank
nelayan. Namun belum-ada/masukan. tersebut yang masuk dalam agenda
pemerintah kepenghuluan untuk dilaksanakan. (Wawancara pada hari

Minggu tanggal 04 Juli 2021 pukul 09.00 Wib di Kediaman Bapak Roy

Martin)

Tanggapan yang disampaikan LPM di atas memberikan penjelasan bahwa
Kepenghuluan Panipahan “Darat. sangat terbuka. Dimana seluruh saran dan
masukan dari masyarakat diterima dengan baik. namun tidak seluruh saran dan
masukan tersebut bisa diakomodir oleh penghulu. Beberapa waktu lalu
masyarakat memberikan saran agar ada bantuan pelatihan budi daya ikan dan
membuat tempat khusus menampung ikan hasil tangkapan ikan dengan harga beli

yang seragam sesuai jenis ikan serta membuat badan usaha desa yang khusus

mengelola hasil tangkapan ikan dan menjadi bank nelayan. Namun belum ada
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masukan tersebut yang masuk dalam agenda pemerintah kepenghuluan untuk
dilaksanakan.
Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Khaidir selaku
Ketua Kelompok.Nelayan 2 yakni.
Kelihatannya pemerintah kepenghuluan cukup terbuka menerima semua
saran dan masukan dari masyarakat. Ada beberapa saran yang pernah
disampaikan atau diusulkanike pemerintah kepenghuluan seperti membuat
tangkahan, tempat - lelang ikan, pelatinanspelatihan budi daya dan
pengolahan hasil ikan, sarana prasarana pendukung seperti tempat
penampungan air bersih, meminta bantuan alat tangkap dan mesin
(Wawancara pada hari Selasa tanggap 06 Juli 2021 pada pukul 14.30 Wib
bertempat di Kediaman Bapak Khaidir)
Kemudian dari wawancara dengan Bapak Norman selaku Ketua
Kelompok Nelayan 2 diketahui bahwa:
Saat ini dilihat masih menerima semuausulan dan masukan dari nelayan.
Tapi belum ada aksinya. Saran kami agar pemerintah atau penghulu adil
dalam membangun dan memberikan bantuan, agar masyarakat tidak ada
yang merasa di anak-tirikan. (Wawancara pada hari Selasa tanggap 06 Juli
2021 pada pukul 16.30-Wib bertempat di-Kediaman Bapak Norman)
Tanggapan nelayan di atas memberikan penjelasan informasi bahwa
pemerintah Kepenghuluan Panipahan Darat sangat terbuka dan sering kali
pemerintah kepenghuluan dengan masyarakat duduk bersama baik secara formal
maupun non formal dalam membahas berbagai hal terkhusus yang berkenaan
dengan nelayan. Banyak saran yang disampaikan masyarakat nelayan, kami dapat
menyimpulkan setidaknya ada 3 hal yang paling dibutuhkan yakni pembangunan
tangkahan dan tempat pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan, bantuan berupa

jaring dan mesin, pelatihan peningkatan keterampilan nelayan baik untuk

mengolah hasil tangkapan maupun membudidayakan ikan.
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Hasil observasi atau pengamatan lapangan yang telah dilakukan terlihat
bahwa dalam menyerap saran dan masukan dari masyarakat, pemerintah
kepenghuluan baik itu Penghulu, perangkat pemerintah, dan BPKep juga
menyerap aspirasicmasyarakat-melalui kegiatan formal dan.non formal. Melalui
langkah-langkah ‘ini dapat diketahui dengan jelas kebutuhan dan. keinginan
masyarakat nelayan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

b) Mengkaji perbaikan kegiatan yang telah dilaksanakan

Mengkaji perbaikan kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan langkah
evaluasi atas kegiatan yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat untuk
memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Syofyar selaku Penghulu Panipahan Darat
diperoleh informasi berikut ini:

Untuk kajian dan perbaikan kegiatan pelaksanaan itu seperti tangkahan

yang Kita buat kemudian: kita, pergunakan untuk masyarakat bisa naik

lebih dekat dari tempat tinggal masing-masing (Wawancara bertempat di

Kantor Penghulu Panipahan Darat, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021

pukul 10.30 Wih)

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Sahanip selaku Ketua
BPKep Panipahan Darat mengatakan bahwa:

Ada kajian atau evaluasi yang dilaksanakan. Kajian tempat pembangunan

tangkahan yang menjadi prioritas agar termanfaatkan dengan maksimal

oleh masyarakat nelayan. (Wawancara pada hari Minggu tanggal 04 Juli

2021 pukul 16.00 Wib bertempat di Kediaman Bapak Sahanip)

Tanggapan di atas yang disampaikan Penghulu dan Anggota BPKep

menunjukkan hal yang sama. Di mana dalam memberdayakan masyarakat telah
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adanya kajian-kajian tertentu dalam bentuk evaluasi atas berbagai kegiatan yang
sudah dilaksanakan terutama dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat

nelayan. Di mana bentuk kajian tersebut adalah evaluasi ketepatan sasaran dan

evaluasi ate ajian “yang asi ﬁ” dan lokasi
pembangu ada te h.dibangun. Hasil
pengamatan te ; erapa ) d elum tepat guna,

dikarenaka U te : : rah nelayan disaat

b
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=.
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tersebut.

dikatakan bahwa Penghulu Panipahan Darat telah menyusun program
perencanaan peningkatan perekonomian masyarakat nelayan dengan sebelumnya
melakukan pendekatan untuk meminta saran atau masukan dari masyarakat, lalu

melakukan langkah evaluasi atas setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
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5. Ketepatan
Ketepatan dalam penelitian adalah ketepatan pemerintah kepenghuluan
dalam menetapkan dan melaksanakan program kerja bagi masyarakat nelayan
untuk meningkatkan perekonomian
a) Menetapkan program peningkatan perekonomian masyarakat nelayan
Menetapkan program -peningkatan/ perekonomian masyarakat nelayan
merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dijalani pemerintah
kepenghuluan dengan mayoritas masyarakatnya yang bergantung hidup atau
bersumber pendapatan dari nelayan.
Hasil wawancara dengan Bapak Syofyar selaku Penghulu Panipahan Darat
diperoleh informasi berikut ini:
Kita sudah tetapkan di awal tahun kegiatan masyarakat berbagai hal yaitu
kebutuhan peningkatan program peningkatan ekonomi masyarakat
nelayan. Untuk melakukan itu kita selaluiberkoordinasi dengan nelayan
mengenai penghasilan;-penjualan-penjualan seperti pembeli udang, ikan,
dan sebagainya (Wawancara bertempat di Kantor Penghulu Panipahan
Darat, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 pukul 10.30 Wib)
Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Sahanip selaku Ketua
BPKep Panipahan Darat mengatakan bahwa:
Ada beberapa program yang ditetapkan pemerintah kepenghuluan untuk
meningkatkan  perekonomian masyarakat nelayan yakni adanya
pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat (Wawancara pada hari
Minggu tanggal 04 Juli 2021 pukul 16.00 Wib bertempat di Kediaman
Bapak Sahanip)

Wawancara yang telah dilaksanakan dengan Bapak Roy Martin selaku

salah seorang anggota LPM Kepenghuluan Panipahan Darat menyatakan:
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Ada dan masuk dalam agenda kerja pemerintah kepenghuluan
(Wawancara pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 pukul 09.00 Wib di

Kediaman Bapak Roy Martin)

ara umum memiliki

.eq‘

b) Meningkatnya perekona

Meningkatkan perekonomian masyarakat merupakan usaha yang dibuat
dan ditetapkan pemerintah kepenghuluan dalam rangka untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Syofyar selaku Penghulu Panipahan Darat

diperoleh informasi berikut ini:
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Kita sebagai pemerintah akan membuat gebrakan baru untuk menampung

hasil tangkapan nelayan untuk kita manfaatkan dari nelayan kita untuk

dijual ke tempat lain (Wawancara bertempat di Kantor Penghulu

Panipahan.Darat, pada hari_Senin tanggal 28 Juni 2021 pukul 10.30 Wib)

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Sahanip selaku Ketua
BPKep Panipahan Darat mengatakan bahwa:

Langkah yang paling ditunggu masyarakat nelayan adalah adanya tempat

khusus yang dikelola untuk menampung hasil ikan tangkapan nelayan.

Selama ini tangkapan hasil ikan tidak memiliki standar harga yang jelas

dan jumlah tangkapan yang pasti dari masyarakat nelayan. Adanya

tempat khusus pelelangan ikan akan memberi data yang akurat dan juga
memberi kepastian harga kepada masyarakat nelayan. (Wawancara pada
hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 pukul 16.00 Wib bertempat di Kediaman

Bapak Sahanip)

Wawancara yang telah dilaksanakan dengan Bapak Roy Martin selaku
salah seorang anggota LPM Kepenghuluan Panipahan Darat menyatakan:

Adanya pembangunan-tangkahan ‘neélayan dan pemberian bimbingan

pembuatan - proposal usul-usulan bantuan ke pemerintah daerah.

(Wawancara pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 pukul 09.00 Wib di

Kediaman Bapak Roy Martin)

Informasi yang disampaikan para informan yakni Penghulu, Anggota
BPKep, dan LPM Panipahan Darat di atas memberikan penjelasan bahwa langkah
yang paling ditunggu masyarakat nelayan adalah adanya tempat khusus yang
dikelola untuk menampung hasil ikan tangkapan nelayan. Selama ini tangkapan

hasil ikan tidak memiliki standar harga yang jelas dan jumlah tangkapan yang

pasti dari masyarakat nelayan. Adanya tempat khusus pelelangan ikan akan
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memberi data yang akurat dan juga memberi kepastian harga kepada masyarakat
nelayan.

Hasil observasi lapangan yang peneliti lakukan terlihat bahwa telah ada
beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah- Kepenghuluan Panipahan Darat
dalam usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang salah satu
bentuknya adalah membangun, tangkahan nelayan dan memberikan bimbingan
teknis. Saat ini kebuttuhan yang paling ditunggu masyarakat nelayan adalah
adanya tempat khusus yang diperuntukkan sebagai tempat pelelangan hasil ikan,
sehingga semua nelayan memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk
mendapatkan harga jual atas hasil ikan yang diperoleh dari aktivitas nelayannya.
Melalui tempat” pelelangan ikan ini juga bisa memberikan. kontribusi berupa
retribusi bagi pemerintah dan juga memberikan keuntungan bagi masyarakat
nelayan agar tidak lagi diakall para cukong-cukong yang ada. Selain itu dengan
ada tempat pelelangan hasil tangkapan ikan ini bisa dijadikan tempat berkumpul
para nelayan, sehingga bisa memberi banyak peluang saran dan masukan untuk
memperbaiki perekonomian para nelayan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa telah ada usaha yang dilakukan
Penghulu Panipahan Darat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
nelayan dengan cara membangun tangkahan ikan dan bimbingan teknis.
Pembangunan tangkahan ikan ini untuk mendekatkan masyarakat nelayan dengan
pemukimannya dan juga memudahkan untuk turun naik hasil tangkapan.
Sedangkan bimbingan teknis pembuatan proposal digunakan untuk membuat

usulan-usulan kelompok nelayan kepada pemerintah, sehingga semua jenis
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kebutuhan dan keinginan masyarakat bisa diketahui dan juga bisa digunakan
untuk memperoleh bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat.
c) Adanya perubahan di masyarakat

Adanya perubahan di-masyarakat atas-kegiatan-kegiatan pembangunan,
pemberdayaan, dan pelayanan yang telah dilaksanakan pemerintah di satu
kawasan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Syofyar selaku Penghulu Panipahan Darat
diperoleh informasi berikut ini:

Yang jelas masyarakat akan merasakan terbantu dengan program yang

nanti kita buat, tempat pelelangan tkan hasil tangkapan nelayan. Ya untuk

meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan berbeda-beda. Setiap

nelayan masing-masing merasa tergantung dari hasil tangkapan, yang

jelas mereka para nelayan akan merasa terbantu dengan program yang

dibuat oleh pemerintah. kepenghuluanini. (Wawancara bertempat di

Kantor Penghulu Panipahan Darat, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021

pukul 10.30 Wib)

Tanggapan ini memberikan’penjelasan-bahwa Kepenghuluan Panipahan
Darat telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Melalul program ini diharapkan masyarakat akan merasakan terbantu
dengan program yang nanti kita buat, tempat pelelangan ikan hasil tangkapan
nelayan. Tujuan program yang dibuat atau untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat nelayan berbeda-beda, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.
Setiap nelayan masing-masing merasa tergantung dari hasil tangkapan, yang jelas
mereka para nelayan akan merasa terbantu dengan program yang dibuat oleh
pemerintah kepenghuluan ini

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Sahanip selaku Ketua

BPKep Panipahan Darat mengatakan bahwa:
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Melalui beberapa jenis pembangunan tangkahan setidaknya telah
memangkas waktu nelayan untuk pergi melaut dan menjaga kapal-kapal
yang dimilikinya. Sedangkan untuk bimbingan teknis setidaknya saat ini
kelompok-kelompok nelayan sudah bisa membuat proposal dan juga
menghitung-hitung kebutuhan yang sangat diperlukan untuk masa
mendatang. Pendapatan masyarakat nelayanwsetiap individu berbeda-
beda. Tetapi secara umum adanya pembangunan tangkahan telah mampu
memangkas “biaya operasional nelayan dan waktu yang digunakan.
(Wawancara pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 pukul 16.00 Wib
bertempat di Kediaman Bapak Sahanip)
Tanggapan di atas.“menginformasikan bahwa. Kepenghuluan Panipahan
Darat telah- membuat dan melaksanakan berbagai program kerja untuk
memberdayakan masyarakat nelayan. Dimana melalui beberapa jenis
pembangunan tangkahan setidaknya telah memangkas waktu nelayan untuk pergi
melaut dan menjaga kapal-kapal yang dimilikinya. Sedangkan untuk bimbingan
teknis setidaknya saat ini kelompok-kelompok nelayan sudah bisa membuat
proposal dan juga menghitung-hitung kebutuhan yang sangat diperlukan untuk
masa mendatang. Pendapatan-masyarakat. nelayan setiap individu berbeda-beda.
Tetapi secara umum adanya pembangunan tangkahan telah mampu memangkas
biaya operasional nelayan dan waktu yang digunakan.
Wawancara yang telah dilaksanakan dengan Bapak Roy Martin selaku
salah seorang anggota LPM Kepenghuluan Panipahan Darat menyatakan:
Pembangunan tangkahan nelayan bisa menghemat biaya dan waktu para
nelayan dalam menjaga perahu maupun membongkar hasil tangkapan.
(Wawancara pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 pukul 09.00 Wib di
Kediaman Bapak Roy Martin)

Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Khaidir selaku

Ketua Kelompok Nelayan 2 yakni:
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Dari pembuatan atau pembangunan tangkahan yang telah ada ini, kami
nelayan lebih hemat waktu dan biaya. Waktu pergi melaut dan pulang
melaut tidak lagi perlu jauh-jauh dari tempat tinggal karena tangkahan
sangat dekat dengan pemukiman. Biaya menjadi berkurang untuk
transportasi pulang pergi ke tempat sandaran kapal dan juga biaya
lainnya. Kalausperubahan yang besar belum.ada, tetapi sekurangnya
program _.pemerintah .kepenghuluan.~ini telah . membantu nelayan
(Wawancara pada hari Selasa tanggap 06 Juli 2021 pada pukul 14.30 Wib
bertempat di Kediaman Bapak Khaidir)
Kemudian dari wawancara' :dengan ,Bapak Norman selaku Ketua
Kelompok Nelayan 2 diketahui bahwa:
Pembangunan yang telah ada sangat membantu aktivitas kami sebagai
nelayan. Cukup memberikan dampak pada usaha mempermudah dalam
bekerja sebagai nelayan (\Wawancara pada hari Selasa tanggap 06 Juli
2021 pada pukul 16.30 Wib bertempat di Kediaman Bapak Norman)
Tanggapan dari informan yang berasal dari LPM dan masyarakat nelayan
Kepenghuluan Panipahan Darat di atas menjelaskan bahwa melalui beberapa jenis
pembangunan tangkahan setidaknya telah memangkas waktu nelayan untuk pergi
melaut dan menjaga kapal-kapal yang dimilikinya. Sedangkan untuk bimbingan
teknis setidaknya saat ini kelompok-kelompok nelayan sudah bisa membuat
proposal dan juga menghitung-hitung kebutuhan yang sangat diperlukan untuk
masa mendatang. Pendapatan masyarakat nelayan setiap individu berbeda-beda.
Tetapi secara umum adanya pembangunan tangkahan telah mampu memangkas
biaya operasional nelayan dan waktu yang digunakan.
Observasi atau pengamatan lapangan yang telah penelitian lakukan terlihat

bahwa perubahan atau dampak yang signifikan yang diperoleh masyarakat atas

pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan pemerintah memang belum



83

terlihat secara nyata. Namun dari segi operasional, biaya, waktu yang digunakan
masyarakat nelayan lebih jauh sedikit dibandingkan sebelum adanya kegiatan
pembangunan tangkahan nelayan.

Dengan demikian. hasil. penelitian_.ini - maka dapat dikatakan bahwa
indikator ketepatan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan ini
sudah dilaksanakan. Di mana pemerintah: Kepenghuluan Panipahan Darat telah
membuat beberapa program kerja besifat pembangunan fisik dan non fisik yang
ditujukan kepada masyarakat nelayan, sehingga melalui kegiatan ini masyarakat
nelayan bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan taraf
hidup di masyarakat.

Temuan hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa kewajiban Penghulu
Panipahan Darat dalam usaha meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan
telah dilaksanakan dengan merencanakan kegiatan, melaksanakan pembangunan,
melakukan evaluasi pembangunan. Semua langkah ini dilakukan dengan adanya
saran dan masukan dari masyarakat, koordinasi yang berkelanjutan, diskusi dan
dialog untuk mendapatkan kebutuhan dan keinginan masyarakat nelayan. Melalui
semua langkah yang telah dilakukan ini Penghulu Panipahan Darat telah berupaya
untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan dengan memutuskan
untuk membangun tangkahan nelayan, tempat pelelangan ikan, bimbingan teknis,
mengusulkan pemberian bantuan peralatan kepada nelayan.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan
kewajiban penghulu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan telah

dipenuhi dengan baik. Di mana langkah ini dilihat dari efektivitas, kecukupan,
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pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Seluruh indikator yang digunakan ini
seluruhnya telah dijalankan oleh Penghulu, sehingga terdapat ada beberapa

kekurangan yang ditemukan untuk dijadikan bahan perbaikan dalam usaha

C. Hambata aksanaan Kewa eningkatkan

penelitian ini

2. Pembangunan yang direncanak erwujud yakni tempat penampungan
dan pelelangan ikan. Hal ini dikarenakan biaya yang dibutuhkan cukup besar,
sehingga dari APBKep tidak mencukupi untuk dialokasikan. Untuk itu perlu
adanya dukungan pembangunan dari pemerintah daerah dan pusat, sehingga
pembangunan tempat penampungan dan pelelangan ikan bisa terwujud dan

membantu nelayan dalam meningkatkan perekonomiannya.
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3. Kurang aktifnya perangkat pemerintah kepenghuluan dalam menjaring aspirasi

masyarakat, sehingga kebutuhan dan keinginan masyarakat yang paling besar

tidak terserap yakni bimbingan atau pelatihan budi daya bidang perikanan. Di

LT

ghuluan.

menyampaikan
uan. Di mana

anya menerima

oS & LY

saran atau masukan i~piha : genai , seperti adanya

masukan d \t usulan pembangunan
Ly
kemudian ba Untuk kebutuhan lainnya

&>
para nelayan leb QQ ‘ & -obrolan kosong tanpa
didukung dengan bentuk g ditujukan kepada pemerintah

baik itu pemerintah kepenghuluan maupun pemerintah daerah.
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BAB VI

PENUTUP

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah Kepenghuluan Panipahan Darat membuat peta
pemukiman masyarakat nelayan, sehingga ditemukan titik strategis untuk

merencanakan pembangunan yang tepat sasaran.

86
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. Hendaknya Pemerintah Kepenghuluan Panipahan Darat melaksanakan

program pembangunan yang bersifat paling tinggi kemanfaatannya, sehingga

pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat nelayan seperti

enyampaikan

erbagai  program
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